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PENETAPAN
Nomor 0406/Pdt.P/2017/PA.Tgt

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di RT. 004,

Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser,
sebagai Pemohon I,
Atiek Sugiarti binti Sugiono, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 004, Desa
Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagai
Pemohon I1.
Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para
Pemohon.
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan,
sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2017
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam
Register perkara Nomor 0406/Pdt.P/2017/PA.Tgt, tanggal 28 Nopember 2017
dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah di Kecamatan Kelurahan
Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten
Tanah Grogot pada tanggal 17 Oktober 2009 di hadapan Penghulu bernama
Nur Hasyim, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama
Sugiono, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu
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Laila Mutiara Rahma binti Riyono Adi Prayitno, umur lahir 18 September 2017.
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon | dengan Pemohon
Il telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai,
dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau
mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon Il adalah satu-satunya istri dari Pemohon I.
7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan ..., sehingga Pemohon | dan
Pemohon Il tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon |
dan Pemohon II.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon
| dan Pemohon Il untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak.
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon II
memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan
yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Riyono Adi Prayitno bin Rusnowo)
dengan Pemohon Il (Atiek Sugiarti binti Sugiono) yang dilaksanakan di
Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Karta Negara,
pada tanggal 17 Oktober 2009.
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lembebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

::F:'w"] .'—Fej 2aﬂ1 pablla Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang
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\@j} a pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara
Hemohon telah dlpanggll secara resmi dan patut untuk menghadap ke

ihwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan
Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis,
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan
pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan
Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di
persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan
dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menerangkan
bahwa:

1. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon | pernah menikah
dengan seorang wanita yang bernama Pundayuni binti Atmo Sarpan.

2. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pundayuni Binti Atmo Sarpan
tercatat di Kantor Urusan Agama.

3. Bahwa Pemohon | dan Pundayuni Binti Atmo Sarpan telah bercerai di
Pengadilan Agama pada tahun 2015.

4. Bahwa yang menyebabkan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
tercatat adalah karena saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan,
Pemohon | belum bercerai Pundayuni dan Pemohon | juga tidak memiliki
izin poligami dari pengadilan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah
mengajukan buktisurat berupa fotokopi Akta Cerai, Nomor 0322/AC/2015/PA/Smd,
tanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama
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inga, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan
. aslin emudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.
</ \ & HLKS p j
——— ‘ll _II - - - - -
]ia?ﬂ# Flakim memandang cukup untuk melakukan pemeriksaan perkara ini ke
i =
/i tidlbﬁ elanjutkan ke tahap berikutnya.

a, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat tersebut,

penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang
telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan a quo, diajukan oleh Para Pemohon yang
beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun
perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu,
berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki legal standing
(kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah
Pengesahan Nikah yang dikumulasi dengan permhonan asal usul anak, oleh
karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49
huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa
perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para
Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh
karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon
tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.
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lenimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk
hp di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145
pan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi

“seharusnya untuk diberikan jalan keluarnya, namun jalan keluar yang diberikan
haruslah tidak bertentangan dan memenuhi syarat serta alasan yang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon
mengajukan bukti tertulis P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sesuai
dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285
R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti.

Menimbang, bahwa meskipun secara formil bukti P. dapat diterima, namun
secara materil, bukti P. tersebut tidak relevan dengan dalil permohonan Para
Pemohon, sebab bukti tersebut menegaskan bahwa perceraian Pemohon |
dengan Pundayuni terjadi setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
dilaksanakan. Jelasnya, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 17
Oktober 2009, sementara perceraian Pemohon | dengan Pundayuni putus pada
tanggal 12 Februari 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Bukti P.
terungkap fakta bahwa :
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Pemohon melaksanakan pernikahannya tanpa unsur paksaan,

I ' Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan
“yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain
terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus
dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat,
sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng
terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan
pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.
Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan
gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim
harus mempertimbangkan”. (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa
permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional
Mahkamah Agung RI, tahun 2009, him. 6-7).

Menimbang, bahwa tiadanya alasan untuk melakukan pernikahan tidak
tercatat di kantor Urusan Agama dalam persidangan meyakinkan Majelis Hakim
bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
bukanlah karena alasan yang tepat dan faktor darurat, melainkan karena Para
Pemohon hanya ingin memudah-mudahkan urusan saja, sehingga harus
dinyatakan bahwa permohonan pengesahan nikah Para Pemohon tidak beralasan.

Menimbang, bahwa magasidhus syari'ah dari perkawinan adalah agar
manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satu dengan yang
lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan
biologis untuk malanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia
akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan
kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syari'ah adalah
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larang#Em.} Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya
an dan kedamaian dalam dunia ini, sedangkan dengan tidak
lya perintah-perintah Allah akan terciptanya kerusakan dan
an dalam dunia ini. Seorang pria mempunyai naluri seks yang lebih

“la belum beristri, atau sudah beristri tetapi belum melebihi dari empat istri. Oleh

karena itu tujuan syari'ah tidak akan tercapai jika tidak ada keterlibatan pihak lain
yang berupa lembaga yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk
menanganinya. Dengan lembaga tersebut perkawinan seorang pria dengan
seorang wanita akan tercatat rapi, sehingga tidak ada lagi penipuan dan
kebohongan dalam perkawinan, yang kesemuanya itu akan merugikan pihak
wanita.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan,
keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam
hukum Islam, digiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang
dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan
dalam firman Allah surat al-Bagarah ayat 282: B

55380 wiad Jsl LI o5 plulss 15] Tslsl ouall gl b
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... .

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah
muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli
saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan untuk
mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih
utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat
an-Nisa' ayat 21:
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flan hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa,
\ perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-

Oleh karena itu, untuk menjaga kesakraalan nilai tersebut, pernikahan haruslah
dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam
kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun
kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan
merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas
kewajibannya dengan ijab dan gabul, dan kesaksian beberapa orang saksi.
Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak
yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan
tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu
senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu
setia kepanya meskipun terjadi hal-hal yang mengganggunya, yang berupa
kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

menyebutkan bahwa “ Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “Agar
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat, sedangkan
ayat (2) berbunyi “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus
dicatat, kata harus disini menurut saya berarti wajib atau rukun, karena dengan

pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak
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akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan
hgtan dan menolak kemadlaratah hukumnya wajib.
imbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum

i erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti
Jeepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya

“berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang
dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu
peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga
negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam
perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya
hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja
muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian
besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara
memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan, namun
perkawinan tersebut tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2
membuka peluang bagi perkawinan yang tidak tercatat tersebut dapat dicatatkan
melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi
Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan
dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
(b) Hilangnya Akta Nikah. (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah
satu syarat perkawian. (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan. (e) Perkawinan yang dilakukan oleh
mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang
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Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat

) ' terpenuhi merupakan keharusan bagi dikabulkannya permohonan
. pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau
berjudul “Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam
dan Hukum Positif yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama
menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi
dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di
itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus,
maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga
tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian
pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini
menjadi terabaikan.

- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang
dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan
suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.

- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa
dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada
anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan
keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa
agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.

- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada
unsure agama saja disbanding unsure tatacara pencatatan Perkawinan,
yang mungkin akan dikemas dengan perbagai perjanjian perkawinan,
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-..__ pbencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya
o 4 diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini
adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakkam dalam sejarah
masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama,
dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekwensi logis
formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.

- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi
bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung
pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan
tidaklah hanya berdampak kepada para pihak berperkara, putusan harus
memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal. Tradisi pernikahan
tidak tercatat tanpa adanya alasan yang darurat akan mengakibatkan makna
historis dan tujuan normatif Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan akan terabaikan. selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis
paradigma masyarakat terhapat pandangan keterlibatan negara dalam mengawal
ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diungkap di atas
nyatalah bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dimasa untuk
mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor
Urusan Agama sangat mudah untuk dilakukan, dan juga dilaksanakan disebuah
kota besar yang akses menuju Kantor Urusan Agama, Para Pemohon juga
melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur
paksaan, serta mengatahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon
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'o 2009, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan memberikan

fmbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa
“Perkawinan dapat putus karena (a) Kematian, (b) Perceraian dan (c) atas
Keputusan Pengadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam Undang-undang yang sama
juga menyebutkan bahwa “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki
seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan menganut asas monogami, artinya seorang pria hanya boleh memiliki
seorang istri, kecuali telah memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk
memiliki istri lebih dari seorang. Ketentuan ini juga dipertegas pada Pasal 3 ayat
(1) undang-undang yang sama yang menyebutkan bahwa “Pada asasnya seorang
pria hanya boleh memiliki seorang isteri...”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin
kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan”. Ketentuan ini, jika dikaitkan dengan ketentuan
dalam ayat (1) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
di atas, menurut Majelis Hakim adalah syarat mutlak bagi suami untuk beristri lebih
dari seorang. Syarat mutlak ini juga dipertegas lagi dengan kata “wajib” sebagai
yang tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Apabila seorang suami
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d untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan
nan secara tertulis kepada Pengadilan”. Oleh karena itu, ketentuan

. agian dari cita-cita Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
tersebut, yakni untuk melindungi hak-hak istri dari kesewenangan suami dengan
menikahi wanita-wanita lain secara tidak terkendali. Pengendalian ini dimaksudkan
untuk menjamin keadilan suami terhadap istri atau istri-istri dari tanggungjawabnya
sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun sejak awal pernikahan sampai saat ini rumah
tangga Para Pemohon dalam keadaan baik, nhamun hal tersebut tidak dapat
dijadikan alasan pembenaran atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh
Pemohon | dengan tidak memiliki izin poligami. Pelanggaran tetap menjadi sebuah
pelanggaran dan pastinya harus memiliki konskuensi logis bagi yang melanggar
dan apabila tidak maka akan menjadi preseden buruk bagi peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang telah diurai di atas. Dengan demikian, pelanggaran
yang telah dilakukan oleh Pemohon | dengan melakukan poligami tanpa izin
pengadilan adalah sebuah pelanggaran dan harus memiliki konskuensi bagi Para
Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan tidak tercatatnya pernikahan Para
Pemohon merupakan alasan yang tidak tepat sebagaimana ketentuan Pasal 7
ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan juga pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2009 adalah pernikahan yang fasid
(batal) karena bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah
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J\-,I_lebm 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya harus ditolak.
, .I imbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Para Pemohon, maka

ik #%
--"I fa Fiéﬂ]'l

’emohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka

hon harus melakukan akad nikah baru di hadapan Pegawai Pencatat

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka
pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar’i yang
berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Menolak permohonan Pemohon | dan Pemohon Il
2. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018 M.,
bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1439 H, oleh kami H. Subhan, S.Ag.,
S.H. sebagai Ketua Majelis, Lugman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.l masing-
masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera dengan dihadiri
Para Pemohon.
Ketua Majelis

Ttd.
H. Subhan, S.Ag., S.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
gman Hariyadi, S.H. Gunawan, S.H.I.
Panitera
Ttd.
Drs. Nasa'i

4" Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Administrasi / ATK Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Rp 360.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Materai Rp 6.000,00 +
Jumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA
Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon
Tanah Grogot, 15 Januari 2018

PIt. Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Dra. Nuhare
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